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DANA CSR BUMN

JAKARTA, KOMPAS ~ Sehari se-
telah klarifikasi dilakukan pim-
pinan DPR kepada pimpinan
Komisi VI terkait dugaan per-
mintaan sejumlah anggota DPR
untuk terlibat dalam pemba-
gian dana tanggung jawab sosial
perusahaan  dari  sejumlah
BUMN di bidang tambang,
Mahkamah Kehormatan De-
wan tidak melakukan tindak
lanjut pemeriksaan atas dugaan
pelanggaran etis tersebut, MKD

menilai persoalan itu bukan pe-

langgaran etis anggota DPR,
Waldl Ketua MKD dari Frak-
si Partai Gerindra Habiburokh-

‘man saat dihubungi, Selasa

(7/7/2020), mengatakan, pihak-
nya menilai tak ada kasus pe-
langgaran etis saat rapat Komisi

VI, pekan lalu itu. Bahkan, Ha-

biburokhman malah berencana

mengusulkan MKD melayang- -

kan surat protes kepada Direk-
tur Utama MIND ID, Orias Pet-

' rus Moedak, yang dinilai tidek

etis saat rapat bersama DPR.
"Memang tidak ada kasus, Saya
justru akan mendorong MKD
memprotes sikap Dirut Inalum
(MIND ID) yang tidak here-
tika,” kata Habiburokhman.
Sebelumnya, Wakil Ketua
DPR dari Fraksi Partai Nasder
Rachmat Gobel menyatakan hal
senada, Pelibatan anggota DPR
dalam penyerahan dana tang-
gung jawab sosial perusahaan
(CSR) BUMN sektor, tambang
di masa pandemi Covid-19 un-

“tuk  memaksimalkan ~ fungsi

pengawasan sebagaimana dia-
tur UUD 1945 serta Un-
dang-Undang, MPR, . DPR,
DPRD, dan DPD (MD3). De-
ngan begitu, kontribusi dari
BUMN tersebut hisa berjalan
bk dan tepat sasaran (Kompas,
7/7/2020).

Dalam rapat Komisi VII DPR
dengan Holding Industri Per-
tambangan BUMN, MIND 1D,
Selasa (30/6/2020), sejumlah

anggota DPR meminta dilibat-
kan dalam pembagian dana
CSR dari BUMN. Dalam rapat

tersebut bahkan terjadi peng-

usiran. Orias. Petrus Moedak
oleh anggota Komisi VII DPR
dari Fraksi Partai Demokrat,
Muhammad Nasir,

Orias, tambah Habiburokh-
man dinilai kerap memotong
pembicaraan anggota DPR. Si-
kap tersebut tak seharusnya di-
tunjukkan mitra kerja DPR saat
rapat,

Klarifikasi tak bermakna

Peneliti Forum Masyarakat
Peduli Parlemen Indonesia
(Formappi)  Lucius ~ Karus
mengatakan, sikap MKD yang
tidak menindaklanjuti apa yang

terjadi di rapat Komisi VIIDPR

justru jadi masalah tersendiri,
Sebab, mereka merasa peker-
jaan mereka dalam melakukan
penegakan etik atas kasus du-
gaan permintaan jatah CSR di-

Sikap MKD Dinilai Tak Selesaikan Masalah

anggap selesai dengan klarifi-
kasi yang diinisiasi pimpinan
DPR.

"Klarifikasi kepada pimpinan
tak bermakna apa pun, apalagi
dilakukan secara tertutup. Kla-
rifikasi itu hanya untuk mem-
perjelas persoalan, bukan' me-
nyelesaikan secara etis,” ujar-
nya,

Benteng terakhir penuntas-
an masalah etis di parlemen,
tambah Lucius, ada di tangan
MKD. Oleh karena itu, MKD
diharapkan memproses kasus-
nya secara tuntas.

Gun Gun Heryanto, pengajar
Komunikasi Politik Universitas
Islam Negeri (UIN) Syarif Hi-
dayatullah, Jakarta, menam-
bahkan, sebagai wakil rakyat,
yang dipertontonkan seharus-
nya argumentasi tajam herbasis
data, alasan, logika, dan ber-
orientasi pada manajemen ke-
hormatan lembaga dan mitra
kerja. (REK)
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